
 

  

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No. 1007, 2019 KEMENDAG. Waralaba. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 71 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN WARALABA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan  

kegiatan usaha Waralaba dan kemitraan usaha  

antara Pemberi Waralaba dengan pengusaha kecil  

dan menengah, serta meningkatkan kemudahan 

berusaha di bidang usaha Waralaba, perlu mengatur 

kembali serta menyederhanakan ketentuan mengenai 

Waralaba; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan 

Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang 

Penyelenggaraan Waralaba, telah tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan hukum masyarakat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan 

Waralaba; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015  

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4742); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN WARALABA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang 

perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis 

dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan 

barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan 

dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain 

berdasarkan Perjanjian Waralaba. 

2. Ciri Khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki 

keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru 

dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat 

konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya 

sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau 

penataan, atau cara distribusi yang merupakan 

karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba. 
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3. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan 

dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya 

kepada Penerima Waralaba. 

4. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan 

usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk 

memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang 

dimiliki Pemberi Waralaba. 

5. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba 

yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk 

Penerima Waralaba Lanjutan. 

6. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan 

atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi 

Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau 

menggunakan Waralaba. 

7. Prospektus Penawaran Waralaba adalah keterangan tertulis 

dari Pemberi Waralaba yang paling sedikit menjelaskan 

tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur 

organisasi, laporan keuangan, jumlah tempat usaha, daftar 

Penerima Waralaba, hak dan kewajiban Pemberi Waralaba 

dan Penerima Waralaba, serta Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) Pemberi Waralaba. 

8. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara 

Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba atau 

Pemberi Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba 

Lanjutan. 

9. Logo Waralaba adalah tanda pengenal berupa simbol 

atau huruf yang digunakan sebagai identitas kantor 

pusat dan gerai/tempat usaha milik Pemberi Waralaba 

dan Penerima Waralaba. 
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10. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya 

disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus 

Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi 

Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian 

Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima 

Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi 

persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam 

Peraturan ini. 

11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau 

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS 

adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh 

Lembaga OSS untuk dan atas  

nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau 

bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem 

elektronik yang terintegrasi. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Perdagangan. 

13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang 

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga 

pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman 

modal. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini mengatur tentang Penyelenggaraan 

Waralaba. 

(2) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. memiliki Ciri Khas Usaha;  

b. terbukti sudah memberikan keuntungan;  

c. memiliki standar atas pelayanan dan barang 

dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara 

tertulis;  

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;  

e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan  

f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar. 

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah  
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